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BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS EVALUASI AKUNTABILITAS

KINERJA INTERNAL PADA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

a. bahwa penyelenggaraan pemerintah yang baik, terukur
dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat
dan kewajiban bagi pemerintah;

b. bahwa pengaturan terhadap pelaksa"naan eva-luasi atas
implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, tentang
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
perlu ditindaklanjuti dengan pedoman teknis sebagai
acuarl evaluator /Aparat Pengawasan Internal
Pemerintah dalam melaksanakan evaluasi
akuntabilitas kinerja internal pada Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Perangkat
Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun L945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor LA92l;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Undang-Und.ang



4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor B Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Utara {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 686a|;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a6La|;

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2Ol4 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinery'a Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 80);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2OL4 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kineda Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2AL+ Nomor l9a\;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2A2L tentang
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2AZl Nomor 1569);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun
2OL6 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo
Tahun Z0rc Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10
Tahun 2A2l tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);

11. Peraturan Bupati Karo Nomor 02 Tahun 2022 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun
2A22 Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL PADA PERANGKAT
DAERAH.

Menetapkan

BAB I



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan

Rallyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Karo.
6. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
7. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP

adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah
melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kineda Instansi Pemerintah.

8. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberi nilai,
atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi
atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan
peningkatan kineda instansi pemerintah.

9. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya
disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat
dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukural,
pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisara,n dan pelaporan
kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan
peningkatan kinery'a instansi pemerintah.

10. Lembar Kerja Evaluasi selanjutnya disingkat LKE adalah alat yang
digunakan untuk menilai kinerja perangkat daerah.

Pasal 2

(1) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui
sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan
pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi
Pemerintah.

(21 Pelaksanaan Evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk:
a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
b. menilai tingkat imlementasi SAKIP;
c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
e. memonitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode

sebelumnya.

Pasal 3

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan SAKIP sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PELAKSANAAN EVALUASI AKIP

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan Evaluasi akuntabilitas kinerja internal
perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo setiap tahun.
Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menggunakan instrumen evaluasi berbasis sistem elektronik.
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[3]. Evaluasi



(4)

(s)

(s) Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal Perangkat Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
a. Perangt<at naerah'melengkapi dokumen dan mengisi LKE selaqjutnya

melakukan evaluasi secara mandiri;
b. perangkat Daerah mengajukan verifikasi LKE komponen Perencanaan

Kinerja dan Pengukuran Kinerja ke Bappedalitbang Kabupaten Karo;

c. Perangkat paerah mengajukan verifikasi LKE komponen Pelaporan
Kinerja ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karo;

d. perarigkat Dlerah mengajukan verifikasi LKE komponen Evaluasi
Kinerja ke Inspektorat Daerah Kab. Karo;

e. verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan huruf d

dituangkan dalam bentuk Berita Acara dan Kertas Kerja;
f. perangtat Daerah melakukan perbaikan atas LKE sebagairnana tertuang

dalam Berita Acara dan Kertas Kerja;
g. perangkat Daerah menyampaikan LKE hasil perbaikan ke Inspektorat

Daerah Kab" Karo untuk dilakukan penilaian; dan
h. Jadwal verilikasi d.an evalrrasi disanrpaikar,r secara tertrrlis oleh

Inspektorat Daerah Kabupaten Karo.
Inspettur Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi Akuntabilitas
internal Perangkat Daerah kepada Bupati Karo.
Perangkat Dairah menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi
(LHE) dari Inspektorat Daerah.

Pasal 5

Pelaksanaan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah mengacu pada Pedoman Teknis
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan Format
hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dan lembar kerja evaluasi
Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

diDi Kabanjahe
. r*r.1q.nl.: .p..?\

G

Diundangkan di Kabanjahe
P3..Sri.: .WaA

KABUPATEN KARO,

PURBA

BERITA KABUPATEN KARO TAHUN ?4{ NonaOR. J.q..

*

s //
4/



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 10 TAHUN 2A24
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL PADA
PERANGKAT DAERAH

PEDOMAN TEKNIS EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL PADA PERANGKAT DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Perangkat Daerah.

Penguatan akuntabilitas kinerj'a merupakan salah satu strategi yang
dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi,
untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan
yang kapabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada
masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2OL4 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan
rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, aJat, dan prosedur yang
dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpula:r data,
pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi
pemerintah, dalam rangka pertanggungiawaban dan peningkatan kinerja
instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta
untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan
berorientasi hasil maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas
implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap
instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk
berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam
mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Pelaksanaan evaluasi AKIP harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk
itu diperlukan suatu pedoman evaluasi AKIP yang dapat dijadikan panduan
bagi para evaluator. Pedoman ini disusun dengan maksud untuk memberikan
petunjuk umum dalam rangka evaluasi AKIP, yang berisi tentang metode
evaluasi, mekanisme pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil evaluasi. Pada
setiap penugasan evaluasi AKIP atas implementasi SAKIP perlu dirancang
desain evaluasi tersendiri berupa petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi untuk
memenuhi tujuan evaluasi AKIP yang ditetapkan sesuai dengan kondisi pada
saat pelaksanaan evaluasi.

B. Kerangka Logis Evaluasi AKIP Perangkat Daerah

Evaluasi AKIP diawali dengan perumusan tujuan evaluasi, kemudian
dilanjutkan dengan penentuan ruang lingkup evaluasi, perancangan desain
evaluasi, menentukan mekanisme pelaksanaan evaluasi, diakhiri dengan
pelaporan dan pengomunikasian hasil evaluasi. Kerangka logis evaluasi AKIP
secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:
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PERUMUSAN TUJUAN EVALUASI

PENENTUAN RUANG LINGKUP EVALUASI

PERANCANGAN DESAIN EVALUASI

METODOLOGI DAN TEKNIK INSTRUMEN DAN ALAT

PELAPORAN DAN PENGOMUNIKASIAN HASIL EVALUASI

C. Tujuan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana
implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan
pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga
diharapkan dapat mendorong setiap perangkat daerah untuk berkomitmen
dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah
direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai
dengan kebijakan atas implementasi SAKIP yang ditetapkan. Tujuan dan
Sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi
dan keb{jakan pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan
evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Tujuan
khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk:
1. Memperoleh informasi tentang implementasi AKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi AKIP Perangkat Daearh

Evaluasi akuntabilitas kineq'a internal pada perangkat daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo dilaksanakan oleh Tim Evaluator.

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP
mulai dari perencanaan kinerja baik perenca.naan kinerja jangka menengah,
dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran
berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaal data
kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerj'a, serta evaluasi atas pencapaian
kineg'a.

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:
1. Penilaian kualitas perencanaan kineq'a yang selaras yang akan dicapai

untuk mewujudkan hasil yang berkesinambunganl
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah

menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
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3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas
pencapaian kinerja, baik keberhasilanlkegagalan *1e{,a serta upaya
perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam
penyesuaian strategi/ kebfi akan dalam mencapai kinerj a berikutnya;

4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan
nyata{dampak} dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas
dan efisiensi kinerja; dan

5. Penilaian capaian kinerja atas outytut maupun outcome serta kinerja
lainnya.
Evaluasi AKIP dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan kebutuhan

penilaian terhadap implementasi SAKIP. Pertimbangan utama dalam
menentukan ruang lingkup evaluasi AKIP adalah kemudahan dalam
pelaksanaan dan dukungan sumber daya yang tersedia. Pertimbangan ini
mer-upakan konsekuensi logis karena adanya keterbatasan sumber daya
sehingga ruang lingkup dapat disesuaikan.

BAB II
PERANCANGAN DESAIN EVALUASI AKIP PERANGKAT DAERAH

Informasi pertanggungjawaban kinerja yang diungkapkan dalam dokumen
laporan kinerja bukanlah merupakan satu-satunya informasi yang digunakan
dalam evaluasi AKIP. Perencanaan kinerja perlu menjadi perhatian utama
dalam evaluasi AKIP diantaranya dengan melihat perubahan yang lebih baik
dalam perencanaan kinerja berdasarkan hasil kinerja sebelumnya. Informasi
terkait kinerja lainnya dapat digunakan dalam analisis evaluasi AKIP, juga
termasuk berbagai hal yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan
ataupun keunggulan masing-masing Perangkat Daerah. Cakupan informasi
jika dilihat dari kepentingan pihak-pihak pengguna informasi hasil evaluasi,
antara lain:
1. Informasi untuk mengetahui tingkat kemajuan/perkembangan {progressl;
2. Informasi untuk membantu agr tetap berada pada alurnya (efektif); dan
3. lnformasi untuk meningkatkan efisiensi.

Kendala-kendala yang secara umum dihadapi oleh evaluator dalam
melaksanakan evaluasi AKIP antara lain sempitnya waktu, terbatasnya
anggaran, minimnya orang/aparatur yang kompeten, jauhnya lokasi, dart
kurangnya fasilitas pendukung pelaksanaan evaluasi. Sesuai dengan
perkembangan jaman, salah satu cara mudah mengatasi hal-hal tersebut
adalah dengan membangun sistem aplikasi evaluasi AKIP berbasis web.
Namun demikian, persiapan yang matang sebelum melaksanakan evaluasi
merupakan salah satu strategi/upaya yang harus dilakukan untuk menjaga
kualitas evaluasi, yaitu dengan menyusun desain evaluasi yarg optimal agar
pelaksanaan evaluasi dapat berjalan dengan maksimal.

Desain evaluasi pada intinya mengidentifikasikan jenis informasi yang
perlu disesuaikan dengan tujuan evaluasi, misalnya: deskripsi, pertimbangan
profesional (judgemenfldart interpretasi. Jenis pembandingan yang akan
dilakukan harus disesuaikan dengan jenis penilaian {penilaian
kelayakan f progress, penilaian efektivitas, dan evaluasi efisiensi) yang masing-
masing memerlukan jenis pembandingan yang berbeda, sehingga memerlukan
desain evaluasi yang berbeda.

Elemen-elemen dalam desain evaluasi yang harus dipertimbangkan seca.ra
spesifik dalam pengumpulan informasi, antara lain:
1. Jenis informasi;
2. Sumber informasi;
3. Metode pengumpulan informasi;
4. Waktu dan frekuensi pengumpulan informasi;
5. Pembandingan hasil analisis informasi (dampak atau hubungan sebab-

akibat); dan
6. Analisis perencanaan,
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Berdasarkan pertimbangan diatas, desain evaluasi AKIP yang perlu
dibentuk setidaknya memenuhi kebutuhan berikut:
A. Sumber Daya Manusia, Instrumen, dan Alat Evaluasi AKIP

Pengorganisasian evaluasi AKIP bertujuan untuk mempersiapkan
kebutuhan sumber dayamanusia (SDM) evaluator, perencanaan evaluasi,
pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian evaluasi.
1. Kebutuhan SDM Evaluator

Hal terpenting dalam evaluasi AKIP adalah ketersediaan SDM yang
memenuhi persyaratan sebagai evaluator sesuai dengan standar dan kode etik
evaluator. Dengan semakin banyak SDM yang memenuhi standar dan
mematuhi kode etik, akan terbentuk tim yang berkualitas yang dapat menjadi
pemicu utama keberhasilan mewujudkan hasil evaluasi AKIP yang berkualitas.

Susunan Tim Evaluasi minimal terdiri atas:
a. Penanggung Jawab (Inspektur Daerah Kabupaten)
b. Wakil Penanggung Jawab Administrasi {Sekretaris pada Inspektorat

Daerah Kabupaten).
c. Wakil Penanggung Jawab Teknis (Inspektur Pembantu pada Inspektorat

Daerah Kabupaten).
d. Pengendali Teknis {Fungsional Auditor/P2UPD).
e. Ketua Tim (Fungsional AuditorlP2UPD).
f. Anggota Tim (Fungsional Auditor/P2UPD).

2. Perencanaan Evaluasi AKIP
Perencanaan evaluasi AKIP merupakan kunci penting dalam keberhasilan

pelaksanaan evaluasi, karena memberikan kerangka kerja (frameuark) bagl
seluruh tingkatan manqjemen evaluasi dalam melaksanakan proses evaluasi.
Secara garis besar, terdapat beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan
dalam perencanaan evaluasi AKIP, yaitu:
a. Identifikasi pengguna hasil evaluasil
b. Pemilihan pertanyaan evaluasi yang penting;
c. Identifikasi informasi yang akan dihasilkan; dan
d. Identifikasi sistem komunikasi dengan pihak yang terkait.

Berd.asarkan perencanaan evaluasi AKIP dapat dikategorikan kedalam
beberapa tingkatan evaluasi, yaitu:
a. Evaluasi Sederhana (desk eualuationl

Evaluasi AKIP sederhana hanya dengan menelaah dokumen ataupun
informasi lain yang tersedia atas implementasi SAKIP. Tanpa menguji
kebenaran atas pembuktian di lapangan melalui reviu atau $rawancara
langsung kepada evaluatan.

Evaluasi ini dapat meliputi pengungkapan dan penyajian informasi
kiner.y'a dalam dokumen Laporan Kinerja, dokumen Rencana Strategis,
dokumen Peq'anjian Kineq'a, dengan melakukan telaah misalnya, keselarasan
antar komponen dalam perencanaan strategrs, logika pelaksanaan program
dan logika strategi pemecahan masalah yang direncanakan/diusulkan, serta
keberhasilan/ kegagalan pencapaian kineda.
b. Evaluasi Terbatas.

Evaluasi ini menggunakan langkah-langkah pada evaluasi sederhana,
hanya saja ditambah dengan berbagai konfirmasi, pengujian, dan penelitian
terbatas pada komponen akuntabilitas kineq'a tertentu. Misalnya, evaluasi
untuk mengetahui tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP
sebelumnya atau evaluasi untuk mengetahui akuntabilitas kinerja yang
terbatas pada penelitian, pengujian, dan penilaian atas kine{a pelaksanaan
program tertentu.
c. Evaluasi Mendalam {indepth eualuationl.

Evaluasi ini merupakan pendalaman dari evaluasi sederhana dan evaluasi
terbatas yang ditambah dengan pengujian dan pembuktian di lapangan, baik
dari praktik nyata atas implementasi SAKIP maupun kombinasi dengan h*sii
wawancara mendalam. Evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP
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secara mendalam tidak harus dilakukan terhadap seluruh elemen, unit, atau
pun kebrjakan, program, dan kegiatan pada instansi pemerintah. Evaluasi
dapat dilakukan dengan pengujian dan pembuktian secara lebih mendalam
terhadap uji petik (samplingl atau permilihan beberapa elemen, unit ataupun
kebijakan,program, dan kegiatan.

B. Metode dan Teknik Evaluasi AKIP.
1. Metodologi Evaluasi AKIP.

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi
dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segr
kepraktisan dan kegunaan {kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan
tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang
ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tduan evaluasi AKIP,
aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan
dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil
agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi
SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang
meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Teknik Evaluasi AKIP.
Berbagai teknik evaluasi yang dapat digunakan secara umum untuk

memenuhi tujuan evaluasi, antara lain telaah sederhana, survei sederhana,
survei yang detail dan mendalam, verifikasi data, riset terapan (applied
researchl, survei target evaluasi ltarget groupl, penggunaan metode statistik,
penggunaan metode statistik non parametrik, pembandingan {b enchnt arkingl,
analisis lintas bagran (cross section analgsisl,analisis kronologis (time series
analgsisl, tabulasi, penyajian pengolahan data dengan grafik/ikon/simbol-
simbol, dan sebagainya.

Teknik evaluasi yang digunakan oleh evaluator dalam evaluasi AKIP akan
bergantung pada:
a. Kedalaman evaluatan (perangkat daerah) dalam memahami dan

mengimplementasikan SAKIP;
b. Tingkatan tataran {eontexfi yang dievaluasi dan bidang (contentl

permasalahan yang dievaluasi. Evaluasi pada tingkat kebijakan berbeda
dengan evaluasi pada tingkat pelaksanaan program. Begitu juga evaluasi
terhadap pelaksanaan program berbeda pula dengan evaluasi terhadap
pelaksanaan kegiatan.

c. Validitas dan ketersediaan data yang mungkin diperoleh.
Beberapa teknik dalam evaluasi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan

evaluasi AKIP, antara lain:
a. Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan
serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan
dipenuhi oleh perang daerah secara mandiri. Cheklist kebutuhan data dan
informasi berisi daftar dokumen,data,dan/informasi yang dibutuh kandalam
pelaksanaan evaluasi AKIP, sehingga pihak penyedia informasi dan data
(responden) dapat memenuhi kebutuhan tersebut.
b. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana.

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan
dengan pengajuan pertanyaall secara langsung kepada penyedia data dan
informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat
secara langsung. Komunikasi dapat dilakukan dengan wawancara secara
langsung, maupun melalui media telekomunikasi yang tersedia, seperti
telepon, chat, ataupun digital meeting. Dalam hal ini, sebaiknya disiapkan
terlebih dahulu jadwal dan catatan mengenai hal-hal atau materi yang akan
ditanyakan. Hal penting lainnya yarrg harus dipersiapkan antara lain sikap,
penampilan, dan perilaku yang mengarah untuk dapat bekerja sama.
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c. Observasi.
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan

pengamatan terhadap suatu aktivitas. Observasi di sini dimaksudkan dalam
pengertian sempit, yaitu observasi dengan menggunakan alat indera seperti
mengunjungt lokasi dalam rangka mengamati proses dan jalannya aktivitas.
d. Studi Dokumentasi.

Merupakan teknik mengumpulan data dan informasi yang tidak secara
langsung ditujukan kepada atau diperoleh dari perangkat daerah yang
dievaluasi, melainkan melalui sumber literasi lain seperti peraturan
perundangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik/digital.

BAB III
MEKANISME EVALUASI AKIP

Mekanisme evaluasi AKIP dapat dikelompokan dalam beberapa tahapan,
antara lain pendokumentasian, analisis dan interpretasi data dan informasi
yang diperlukan dalam evaluasi AKIP, pembahasan dan penyusunan
rancangan l,aporan Hasil Evaluasi (LHE), reviu rancangan LHE AKIP, serta
pengendalian evaluasi AKIP, seperti gambar berikut:

Pendokumentasian
Data

Analisis Data

Interpetasi Data Pemantauan

Berkelanjutan

1. Pendokumentasian, Analisis, dan Interpretasi Data.
Aktivitas utama dalam pelaksanaan evaluasi adalah pengumpulan dan

analisis data serta menginterpretasikan hasilnya melalui Lembar Ke4'a
Evaluasi (LKE). Hal ini sesuai dengan tujuan evaluasi yaitu untuk memberikan
keyakinan bahwa implementasi SAKIP yang telah dilakukan oleh perangkat
daerah telah memadai, kemudian dapat diberikan saran atau rekomendasi
guna meningkatkan AKIP.

2. Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Laporan Hasil Evaluasi (LHE).
Sebelum rancalrgan LHE disusun, dilakukan pembahasan oleh tim

evaluator, termasuk pengawas (supervisor) dan penanggung jawab atas
informasi hasil evaluasi yang diperoleh tim evaluator. Rancangan LHE harus
disusun oleh ketua tim dan setidaknya memuat:
a. Nilai/ Predikat Hasil Evaluasi.
h. Kondisi.
c. Rekomendasi.

3. Reviu Rancangan LHE AKIP.
LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan

hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja perangkat daerah yang
dievaluasi.

Permasalahan atau temuan sementara hasil evaluasi (tentattue findingl darr
saran perbaikannya harus dapat diungkapkan secara jelas dan

Pembahasan dan

Penyusunan Rancangan

Laporan Hasil Evaluasi

Pengendalian

Evaluasi

Reviu Rancangan

Laporan Hasil Evaluasi
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dikomunikasikan kepada pihak perangkat daerah yang dievaluasi untuk
mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan bahkan perbaikan secukupnya.
Penulisan LHE harus mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang
baik, antara lain penggunaan kalimat yang jelas dan bersifat persuasive untuk
perbaikan, tidak menggunakan ungkapan yang ambigu sehingga
membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data. Evaluator
harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil evaluasi,
menyimpulkan, dan menuangkannya dalam LHE.

Setelah rancangan LHE disusun oleh ketua tim evaluasi, dilakukan reviu
draft LHE secara beq'enjang oleh pengendali teknis dan pegendali mutu untuk
memastikan objektivitas serta kesesuaian standar kualitas LHE, sebelum
akhirnya LHE ditandatangani oleh penanggung jawab evaluasi.

a. Finalisasi LHE AKIP.
Penyusunan LHE merupakan tahap akhir dalam pelaksanaan evaluasi.

Finalisasi LHE ditandai dengan penandatanganan LHE oleh penanggung jawab
hasil evaluasi AKIP, yang dilakukan setelah adanya reviu berjenjang.
b. Penyampaian dan Pengomunikasian LHE AKIP.

Penyampaian LHE sebaiknya dilakukan secara langsung dengan
mengomunikasikan hal-hal yang penting dan mendesak sebagai hasil evaluasi
AKIP yang telah dilaksanakan. Penyampaian dan pengomunikasian LHE
secara langsung juga dapat memotret respon, tindakan, dan antusiasme dari
para pengambil keputusan pada perangkat daerah sebagai pengguna hasil
evaluasi dalam memperbaiki/meningkatkan implementasi SAKIP dan
mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan
berorientasi hasil mewujudkan capaian kinerja {hasil) yang telah
direncanakan.

4" Pengendalian Evaluasi AKIP
Pengendalian evaluasi AKIP dimaksudkan untuk menjaga agar evaluasi

berjalan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan evaluasi. Aktivitas ini
perlu dilakukan agar proses evaluasi tetap terarah pada kesimpulan yang
bermanfaat, sesuai dengan target, tepat waktu, serta tepat biaya.

Pengendalian evaluasi AKIP yang dapat dilakukan antara lain:
a. Melakukan pembahasan berkala internal tim evaluator;
b. Melakukan pembahasan berkala antara sesarna tim evaluator; dan
c. Melakukan pembahasan dengan pihak lain yang terlibat atau

berpengalaman lebih dalam evaluasi.
Pembahasan antar evaluator (anggota tim, ketua tim, pengendali teknis,

wakil penanggung jawab, dan/atau penanggung jawab evaluasi) perlu
dilakukan untuk menjaga mutu hasil evaluasi.

Hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan tim, perencanacln,
pelaksanaan, dan pengendalian evaluasi, seperti mekanisme penerbitan surat
tugas dan penerbitan laporan hasil evaluasi tetap mengikuti kebijakan-
kebijakan yang berlaku.

BAB IV
PELAKSANAAN EVALUASI AKIP

Berdasarkan pada kebutuhan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP,
pelaksanaan evaluasi AKIP dilakukan melalui dua tahapan yaitu yang pertama
adalah tahapan persiapan evaluasi atau yang bisa disebut dengan Pra
Evaluasi dan yang kedua adalah Pelaksanaan Evaluasi itu sendiri, seperti
digambarkan sebagai berikut:

Pra Evaluasi AKIP ----,.+ Evaluasi AKIP
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A. Pra Evaluasi AKIP.

1. Tujuan dan Manfaat Pra Evaluasi.
Pra Evaluasi AKIP bertujuan untuk memperoleh gambaran awal secara

umum tentang perangkat daerah yang akan dievaluasi. Sedangkan manfaat
pra evaluasi, antara lain:
a. Memberikan gambarar pemahaman dasar mengenai kineda utama atau

peran dasar perangkat daerah yang akan dievaluasi;
b. Memberikan informasi tentang fokus prioritas yang menjadi

perhatian dalam evaluasi; dan
c. Aga, dapat merencanakan dan mengorganisasikan evaluasi secara

berkualitas dan sesuai tujuan.

2. Jenis Data dan lnformasi yang dikumpulkan pada Pra Evaluasi.
Sesuai dengan tujuan dan manfaat pra evaluasi, beberapa data/informasi

yang diharapkan diperoleh terkait perangkat daerah yang akan dievaluasi,
antara lain:
a) Peraturan perundangan yang mendasari;
b) Mandat;
c) T\rgas, fungsi, dan kewenangan;
d) Strukturorganisasi;
e) Hubunganlkoordinasi dengan organisasi lain;
0 Permasalahan dan isu strategis;
g) Kinerja utama (sasaran strategis danindikator kineda);
h) Aktivitas utama;
i) Sumber pembiayaan;
j) Capaian kinerja beserta dengan analisis capaian kinerja;
k) Sistem informasi kineda yang digunakan; dan
U Hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya.

Dalam tahapan pra evaluasi, evaluator hendaknya tidak terjebak pada
pengumpulan data yang terlalu mendetail, karena pada dasarnya pra evaluasi
dititikberatkan untuk memahami perangkat daerah yang akan dievaluasi
secara umum yang hasilnya akan digunakan sebagai data awal dalam
merencanakan evaluasi.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Informasi Pra Evaluasi.
Pengumpulan data dan informasi pra evaluasi AKIP dapat dilakukan

dengan beberapa cara, yaitu dengan survei melalui cheklist pengumpulan data
dan informasi, komunikasi melalui tanya jawab sederhana kepada penyedia
data dan informasi, observasi data dan informasi, atau studi dokumentasi
melalui sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan media
informasi baik cetak maupun elektronikldigital. Pengumpulan data dan
informasi pra evaluasi AKIP juga dapat dilakukan dengan melakukan
kombinasi diantara beberapa cara tersebut.

B. Pelaksanaan Evaluasi AKIP.
1. Penetapan Variabel dan Bobot Penilaian.

Evaluasi AKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan
dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya. Data dan
informasi yang digunakan dalam evaluasi merupakan data dan informasi
terakhir yang digunakan dalam implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan. Isu
penting yang perlu diungkap melalui evaluasi AKIP ini, antara lain:
a, Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk

mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
b. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi

kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
c. Pelaporan kinerja yang mensgarnbarkan kualitas atas pencapaian kinerja,
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baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/
penyempurrraallnya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian
strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata
(dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan
efisiensi kinerja.
Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa

variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-
komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja,pengukuran
kinerja, pelaporan kine4'a, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai
fakta obyektif perangkat daerah mengimplementasikan SAKIP.

Komponen-komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Ketja
Evaluasi (LKE), sesuai dengan kriteria masing-masing komponen. Varia.bel-
variabel tersebut, yaitu:
a. Komponen.

Terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kine{a, Pelaporan Kinerja,
dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Perangkat Daerah.

b. Sub-komponen.
Dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap
komponen.

c. lfuiteria.
Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap sub-komponen

untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan
dapat digambarkan atau tidak.

LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi dengan
kriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut:

Komponen
Sub-

Komponen 1

Keberadaan
2AVo

Sub-Komponen
Sub- Sub-Komponen 1

Komponen 1 Pemanfaatan
Kualitas

3Ao/o 50%

Total
Botrot

Perencanaan Kineria 6 I 15 30
Pengukuran Kinerja 6 I 15 30
Pelaporan Kine{a 3 4.5 7.5 15
Evaluasi Akuntabilitas
Kineria Internal

5 7.5 12.5 25

Nilai
Kineria

Akuntabilitas 20 30 50 100

Berdasar data dan informasi yang dikumpulkan, Lembar Kerja Evaluasi
(LKE) kemudian dianalisis, dan digunakan sebagai bahan dasar dalam
menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Variabel dalam LKE evaluasr
akuntabilitas kinerja internal perangkat daerah dapat dipetakan sebagai
berikut:

Komponen Sub Komponen Kriteria
1 Perencanaan

kinerja
1.a Dokumen

perencanaan
kineq'a telah
tersedia

1 Terdapat dokumen perencanaan
kinerja jangka menengah

2 Terdapat dokumen perencanaarl
kineq'a jangka pendek.

3 Terdapat dokumen perencanaan
aktivitas yang mendukung kinerja.

4 Terdapat dokumen perencanaan
anggaran dan pelaksanaarl angga-ran
serta perubahannya yang mendukung
kineria.
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Komponen Sub Komponen Kriteria
1.b Dokumen

perencanaan
kinerja telah
memenuhi standar
yang baik, yaitu
untuk mencapai
hasil, dengan
ukuran kinerja
yang SMART,
menggunakan
penyelarasan
(cascadingl
disetiap level
secara logrs, serta
memperhatikan
kine{a bidang Lain
(crosscuttingl

1 Dokumen perencanaan kinerja telah 
I

menggambarkan kebutuhan atas 
I

kinerja sebenarnya yang perlu 
Idicapai. 
I

2 Kualitas rumusan hasil 
]

(tujuan/ sasaran) telah jelas
menggambarkan kondisi kine{a yang
akan dicapai.

3 Ukuran keberhasilan {indikator
kinerja) telah memenuhi kriteria
SMART (Specific {D etatl), Measure able
(Terukur), Ach;teuable {Dapat Dicapar},
Releuartt /Berhubungan dengan
Sasaran), ftmeb ound Go al.s (Memiliki
Batas Waktu).

4 Target yang ditetapkal dalam
perencanaan kinerja dapat dicapai
(achieuablel, menantang, dan realistis.

5 Setiap dokumen perencaraan kinerja
menggambarkan hubungan yang
berkesinambungan, serta selaras
antara kondisi/hasil yang akan
dicapai di setiap level jabatan
(Cascading).

6 Perencanaan kinerja dapat
memberikan informasi tentang
hubungan kinerja, strategi, kebijakan,
bahkan aktivitas antar
bidang/dengan tugas dan fungsi lain
yang berkaitan (Cro s scutting ).

7 Setiap Perangkat Daeah merumuskan
dan menetapkan Perencanaan
Kinerja.

8 Setiap pegawai merumuskan dan
menetapkan perencafi.aan kineria.

1.c Perencanaan
kinerja teLah
dimanfaatkan
untuk
mewujudkan hasil
yang
berkesinambungan

1 Anggaran ditetapkan mengacu pada
Kine{a yang ingin dicapai.

2 Aktivitas dilaksanakan telah
mendukung kineq'a yang ingin
dicapai.

3 Target yang ditetepkan dalam
perencanaan kinerja telah dicapai
dengan baik, atau setidaknya masih
on t?w rigttt track.

4 Rencala aksi kinerja dapat berjalan
dinamis karena capaian kinerja selalu
dipantau secara berkala.

5 Terdapat perbaikan/ penyempurnaan
dokumen perencanaan kinerja yang
ditetapkan dari hasil analisis
perbaikan kinerja sebelumnya.

6 Setiap unit/satuan keq'a memahami
dan peduli, serta berkomitmen dalam
mencapai kinerja yang telah
direncanakan.

7 Setiap pegawai memahami dan peduli,
serta berkomitmen dalam mencapai
kineria yang telah direncanakan.
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Komponen Sub Komponen Kriteria
c Pengukuran

kineq'a
2.a Pengukuran

kine{a telah
dilakukan

I Terdapat definisi operasional yang
jelas atas kinery'a dan cara
mengukur indikator kinerja.

2 Terdapat pengukuran kinerja secara
berkala dengan data yang akurat.

2.b Pengukuran
kinerja telah
menjadi
kebutuhan dalam
mewujudkan
kinefia secara
efektif dan efisien
dan telah
dilakukan secara
berjenjang dan
berkelanjutan

1 Pimpinan selalu terlibat sebagai
pengambil keputusan {decision
maker) dalam mengukur capaian.

2 Data kinerl'a yang dikumpulkan telah
relevan untuk mengukur capaian
kineq'a yang diharapkan.

3 Pengukuran kinerja telah dilakukan
seca-ra berkala.

4 Setiap level organisasi melakukan
pemantauan atas pengukuran
capaian kinerja unit dibawahnya
seca-ra berienjang.

2.c Pengukuran
kineq'a telah
dijadikan dasar
dalam pemberian
reward dan
punishment, serta
penyesuaian
strategi dalam
mencapai kinerja
yang efektif dan
ef,sien.

1 Pengukuran kinerja telah menjadi
dasar dalam penyesuaian
{pemberian/ pengurangan) tunjangan
kinerl'a/ penghasilan.

2 Pengukur€ul kine{a telah
mempengaruhi penyesuaian aktivitas
dalam mencapai kinery'a,

3 Pengukuran kinerja telah
mempengarutri penyesuaian anggaran
dalam mencapai kineq'a

4 Terdapat efisiensi atas penggunaan
anggaraln dalam mencapai kineg'a.

5 Setiap pegawai memahami dan peduli
atas hasil pengukuran kinerja.

o
J Pelaporan

kinerja
3.a Terdapat dokumen

laporan yang
menggarnbarkan
kinerja

1 Dokumen laporan kinerja telah
disusun.

2 Dokumen liaporan kinerja telah
disusun secara berkala.

3 Dokumen Laporan kinerja telah
diforrnalkan.

4 Dokumen Laporan kinerja telah di
veri{ikasi bagian organisasi.

5 Dokumen laporan kine{a telah di
upload ke aplikasi SAKIP dan
esr.menpan.go.id.

6 Dokumen laporan kinerja telah
disampaikan tepat waktu.

3.b Dokumen laporan
kine{a telah
memenuhi standar
menggambarkan
kualitas
pencapaian
kineda, inforrrrasi
keberhasilan/
kegagalan
kinerja serta upaya
perbaikan/
penyempurnaanya

1 Dokumen laporan kinerja disusun
secara berkualitas sesuai dengan
standar.

2 Dokumen laporan kinerja telah
mengungkap seIuruh informasi
tentang pencapaian kinerja.

3 Dokumen laporan kinerja telah
menginfokan perbandingan realisasi
kinerja dengan target tahunan.
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KriteriaSub Kom
4 Dokumen laporan kinerja

menginfokan perbandingan realisasi
kineda dengan target jangka
menengah.

5 Dokumen Laporan kinerja telah
menginfokan perbandingan realisasi
kinerja dengan realisasi kinerja
tahun-tahun sebelumnya.

6 Dokumen laporan kinery'a telah
menginfokan kualitas atas capaial
kinerja beserta upaya nyata dan/atau
hambatannya.

7 Dokumen laporan kinerja telah
menginfokan efisiensi atas
penggunaa:r sumber daya dalam
mencapai kinerja.

8 Dokumen Laporan kinerja telah
menginfokan upaya perbaikan dan
penyempurnaan kinerja ke dePan

telah

1 Informasr dalam Laporan kmeda
selalu menjadr perhatran uta,ma
plmpman {bertanggrrng jawab).

2 Penyqiran mformasr dalam laporan
krne4'a menjadr kepedulran selurrrh
pegawal.

3 Informasr dalam laporan krnerja
berkal,a telah drgunakan dalam
penyesuaran aktrvrtas untuk
mencapal kinerja.

4 Informasr da}am laporan krnerja
berkala telah drgunakan dalam
penyesuaian penggunaan anggaran
untuk mencapai kinerja.

5 Informasr dalam laporan kmetja telah
drgunakan dalam evaluasr pencapalan
keberhasilan krnerja.

6 Inforrnasr dalam laporan krneq'a telah
drgunakan dalam penyesualan
perencanaan kmerja yang akan
dihadapi berikutrrya.

7 Informasr dalam laporan kmerja
selalu mempengamhr perubahan
budaya kmerja orgarusasr.

3.c Pelaporan Kinerja
telah memberikan
dampak yang
besar dalam
penyesuaian
strategilkebliakan
dalam mencapai
kine{a berikutnya

1 Terdapat pedoman teknis evaluasr
akuntabilitas kinerja internal
perangkat daerah.

2 Evaluasr akuntabilitas kinerja internal
seca-ra mandiri yang telah
dilaksanakan oleh perangkat daerah.

3 Evaluasi akuntabilitas kinerja internal
telah dilaksanakan secara berjenjang
oleh perangkat daerah.

4 Evaluasr
akuntabrlrtas
kmeq'a
internal

Evaluasr
akuntabilrtas
krnerja internal
telah drlaksanakan

4.a
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Komponen Sub Komponen Kriteria
4.b Evaluasi

akuntabilitas
kineq'a internal
telah dilaksanakan
secara berkualitas
dengan sumber
daya yang
memadai

1 Evaluasr akuntabilitas kinerja internal
telah drlaksanakan sesual standar.

2 Evaluasr akuntabilitas kinerja internal
telah ddraksanakan oleh SDM yang
memadar.

3 Evaluasr akuntabilitas kine{a internal
telah drlaksanakan dengan
pendalaman yang memadan.

4 Evaluasi akuntabilitas kinerja internal
perangkat daerah telah dilaksanakal
secara mandiri.

5 Evaluasr akuntabilitas kinerl'a internal
telah dilaksanakan menggunakan
teknologr informasr {aphkasr}.

4.c Implementasr
SAKIP telah
menurgkat karena
evaluasr
akuntabilrtas
kineq'a internal
setringga
memberikan kesan
yang nyata
{dampak) dalam
efektifitas dan
efisiensi Kinerja

1 Seluruh rekomendasr atas hasrl
evaluasr akuntabilitas kinerja internal
telalr drtmdaklaqiutr.

2 Telah terjadr pemngkatan
rmplementasr SAKIP dengan
melaksanakan tmdak lanjut atas
rekomendasr h,asil evaluasi
akuntabilitas kineq'a internal.

3 Hasil akuntabilitas kinerja internal
telah drmanfaatkan untuk perbatka-n
dan pemngkatan akuntabilitas
kinerja.

4 Hasrl dari evaluasr akuntabilitas
kine{a internal telah drmanfaatkan
dalam mendukung efektfrtas dan
elisiensi kineq'a.

5 Te1ah terjadr perbalkan dan
pemngkatan krneq'a dengan
memanfaatkan hasil evaluasr
akuntabilitas kinerja internal.

2. Evaluator AKIP.
Pelaksana evaluasr akuntabilitas kinerja internal perangkat daerah adatah

evaluator pada Inspektorat Kabupaten Karo yang ditunjuk melalui surat tugas
untuk melaksanakan evaluasr akuntabilitas kineq'a internal perangkat daerah.
Tim evaluator akuntabilitas kineda internal perangkat daerah terdiri dari:
1. Penanggung jawab {Inspektur Daerah}.
2. Wakil penanggung jawab administrasi (Sekretaris pada Inspektorat

Daerah).
3. Wakil penanggung jawab teknis (Inspektur Pembantu pada Inspektorat

Daerah).
4. Pengendali teknis (Fungsional Auditor /P2UPD\.5. Ketua tim {Fungsional Auditor/P2UPD).
6. Anggota tim (Fungsional Auditor/P2UPD).
yang akan membagr tugas melaksanakan evaluasi akuntabilitas kineda
internal perangkat daerah dengan mengisi LKE dan menyusun LHE serta
menyampaikannya kepada pihak yang dievaluasi (evaluatan) .

Setiap kriteria yang dinilai pada LKE ini membutuhkan "Professional
Judgements" dari evaluator karena terkait dengan penilaian kualitatif.
LKE disusun dengan maksud sebagai kertas kerja evaluator daiam melakukan
pengumpulan, penilaian, analisis, serta penyimpulan data dan informasi.
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3. Evaluatan evaluasr akuntabilitas kinerja internal perangkat daerah.
Evaluatan evaluasr akuntabilitas kinerja internal perangkat daerah terdiri

dari seluruh perangkat daerah di Pemerintahan Kabupaten Karo.

4. Pengisian LKE evaluasr akuntabilitas kinerja internal perangkat daerah.
Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasr akuntabilitas kinerja

internal perangkat daerah, dan setiap sub-komponen dinilai berdasarkan
pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub-komponen akan dinilai dengan pilihan
jawaban AA/AIBB lB/CCIC/DlE, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai

nilai se berikut:

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan
kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti
daftar dokumen yang mendukung dan relevan. Nilai pada sub-komponen yang
telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di
setiap komponen.

5. Penyimpulan Data dan Informasi setelah Pengisian LKE.
Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan

gambaran tingkat evaluasr akuntabilitas kinerja internal perangkat daerah,
ka tse berikut:

AA
(Bobot nilai 100)

Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (1

dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi
percon

00%)

tohan secara nasional
Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%)
dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari
pemenuhan kriteria tersebut.

(Bobot nilai 90)
A

Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (1

mandat kebi akan.sesuai d
BB

(Bobot nilai 80)
B

Bobot nilai 70)
Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhJ
t>75a/"- 100%).
Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi
(>50o/o-75o/ol.

CC
(Bobot nilai 60)

Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi
(>25o/o-50o/ol.

C
(Bobot nilai 50)

Jika kriteria penilaian akuntabilitas kineq'a telah mulai
dipenuhi {> Oa/u2 5o/ol .

D
{Bobot nilai 30)

Jika sarna sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan
kriteria oenialaian akuntabilitas kineria.

E
Bohot nilai Ol

Predikat Interpretasi
AA

(Nilai>9O-100)
Sangat Memuaskan
Telah terwujud Gaod Gouernance. Seluruh kinerja
dikelola dengan sangat memuaskan. Telah terbentuk
perangkat daerah yang dinamis, adaptif, dan efisien
{Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke
level individu.

A
(Nilai>80-90)

Memuaskan
Terdapat gambaran bahwa pimpinan perangkat daerah
dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan
perangkat daerah berorientasi hasil, karena pengukuran
kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon
4 / P engaw as / Subkoordinator.
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Predikat Interpretasi
BB

(Nilai>70-80)
Sangat Baik
Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik ditandai
dengan mulai terwujudnya e{isiensi penggunaall
allggaran dalam mencapai kineda, memiliki sistem
manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi
informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan

ke level eselon 3 koordinator.
B

(Nilai>60-70)
Baik
Terdapat gambaran bahwa AKIP Baik, terlihat dari masih
perlu adanya sedikit perbaikan pada akuntabilitas
kinerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan
level eselon 2.

CC
(Nilai>50-60)

Cukup (Memadai)
Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun
demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak
mendasar.

C
(Nilai>30-50)

Kurang
Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat
diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen
kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan
mendasar.

D
(Nilai>0-30)

Sangat Kurang
Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat
diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan
manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak
perbaikanlperubahan yang sifatnya sangat mendasar,
khususnya dalam implementasi SAKIP

BAB V
PELAPORAN DAN PENGKOMUNIKASIAN HASIL EVALUASI

Setiap surat tugas yang diterbitkan untuk pelaksanaan evaluasi AKIP
harus menghasilkan Lembar Kerja Evaluasi {LKE) dan Laporan Hasil Evaluasi
(LHE). LHE AKIP Internal disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan
data dan fakta serta analisis yang telah didokumentasikan dalam LKE. LKE
tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk
perumusan temuan permasalahan serta saran dan rekomendasi perbaikan
peningkatan AKIP. Perangkat daerah yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan
hasil evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari
rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga diperoleh data yang dapat
diperbandingkan dan dapat diketahui perbaikan-perbaikan yang telah
dilakukan.

LHE AKIP pada perangkat daerah/unit kerja yang dievaluasi oleh evaluator
disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang
bersangkutan. Penyusunan LHE AKIP pada perangkat d.aerah disampaikan
seperti berikut:
1. Pendahuluan

a. Dasar Hukum Evaluasi.
b. Latar Belakang Evaluasi.
c. T\rjuan Evaluasi.
d. Ruang Lingkup Evaluasi.
e. Metodologi Evaluasi dan Teknis Evaluasi.
f. Gambaran Umum Perangkat Daerah.
g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Perangkat Daerah.
h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi tahun sebelumnya liika periode

sebelumnya di evaluasi).
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2. Gambaran Hasil Evaluasi.
Kondisi berupa gambaran baik maupun catatan kekurangan tentang
kondisi sebelum, sesudah serta darnpak keberhasilan pada:
L) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja.
2) Evatuasi atas Pengukuran Kinerja.
3) Evahrasi atas Pelaporan Kinerja.
4) Evaluasi atas Evaluasi Akr"rntabilitas Kinerja Internal.

3. Penutupan.
a. Simpulan.
b. Rekomendasi.

BAB VI
PENUTUP

Evaluasi AKIP merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja perangkat
daerah. Dengan ditetapkannya Pedoman Evaluasi AKIP ini, diharapkan para
evaluator dapat memiliki acuan yang sama dalam melaksanakan evaluasi.
Namun demikian, diharapkan para evaluator juga dapat menggunakan
inovasi-inovasi baru, serta dapat mengembangkan secara terus-menerus
metode dan teknik evaluasi AKIP yang lebih optimal dan lebih e{isien.

Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan evaluasi AKIP diharapkan dapat
mewujudkan tujuan dari implementasi SAKIP itu sendiri, yaitu meningkatnya
kinerja perangkat daerah serta meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah
terhadap kinerjanya.

KARO,

CORY SEBAYANG

-16-



F

r
rq

5'
i-l

p
tsi

Xo
i1.p
rrl

u
p
u.e

i+
Up
onp
IJ

i',
z
o

(/) F.)+(, t\)+

oIi
i-l
o
H

o
Ft
o
FJop
p
p
p
,i
5o

L.i-
r)
-ho
F)

a+
Ft
ao
a.
p

H
rq
Nt!zo
z

z
z
lrl
n
C.

o
u
iJ

13

FJo
'F)

a

Xo
5
o
5o
H

7\h
.+o
p

oFt
tsJp

t-.

)

U
o

dpaoop
Ftp

a
=fr*l p

i-l
o

r+o
oq
a H

,J
a+

ao
Fl
-tp

iJiJo
iJ

H
o
H

UQ
oqg
p
Pip
i,J

r3
o
Ft
o
H

s)H
'JP

p
5iJo
H 5

o
d:.p)p

a

rd
o
iJ

o
p
Flp
ap
iJ

-fo
p
I'

i+
7ip
iJ

a.o
iJ

0qp
H

5
U
iJo

ti
o
p

C)
a
(n
o
a
Fl"r

aJg
,i('
H
p
'F)

a
a+p
iJ

H.
Fo
J].

g
ao
r+
p

C'

p
H

oa

g
p
B,13 p

o
o

p
H

p
E

oq

p
Ht)

oq

Ot
(,^)

O
w
o
o
-+

\o

p
{p
p
iJ

z
p

'us
v$ i
$et
-pp

*l
ot
p
p
r+

oHr)

o
F.i
o
H

op
p
p
H

p
p

oa
oqp
Ft
p
l-{

p
i,J

13
o
p
ti
U)p
p
p
,)
P
5

oa
0np

F1p
H

E

iJ

P

ao
F.!
c+p
rJ
o
F1

p
p
E
iJ
p)

Fl
o
F1

p
p
r+

c
tr
i.J

oc

'iJ
o

r-.1-

o
t
tso
iJ
rJ
Bo
H

o
tD,
p
H

p
,i.+
H.r+p
0

otq

o
'FJ

P

*J
o
Fl
o.p
Ep
r+
o.o
h'(-
r{
o

\Jo
Ho
i)o
A)

p
F)
E

H

o
J1.p
tJ.p
H

cm

p

o
'F)

o
F'

Fl
o'
F.!

t4p
p
(+

o
tr

o
P
\Jo
Ho
iJop
5p
0)L
iJ

iJoHIrl-
lp

(J.

p
H

0m,ip
3o
i,Jo

OEp
tJ

U
o

H

o

r5
o
Fl
o
r)o
P
iJp
p
iJ

F'
H
Jo
U.p

p
H

o
U
E
a+
!
F)p
iJ
p
r+
P
U)

'i
o

.FJ
p
ao
U
o
iJp
Ft
iJ

p

(-

r+o
P)
r-a

o
;J

Uq
0qp
B
Up

Bo
lu

arl'
a

H.op
r.6
A)

o
o

s-
H

5o
H
p
H

i+
F)
H

sq

p.
A)
H

ru
oEo
H

op
H

p
H

5o
H(-r.
p

p
p

rJ
A)E
0a
(D
r}
p
,h,

oq

or+
p)

15
,i
D)
5
a-
p)
p
H

UR]x'5
iuH
Hga-. J:-c

F.

h-oa
o=.
QO
s6'(-+ '

U)
E=o>j-n
d-c .v)hTlfia
!D,l.i.
;J aJao
.' -S

sdts) r+
cm 0)

C
,i
g
iJ

o
aa

d

o
o
o4

a
p
iJ

Ho
B

Fig
Fl

=.iJp.
F'p
i+oFl$

N
cr
o

ti
ts'
oit.
EIEp

r3
p
i+

r-fo
p

a

r-)
d/.

o
o\
a.
Oo

a

[Ep
a+

a
€

p
c'+p
a
{g
Bi
ap
E

p
a

rl.

5
v)

ap
Bp
5
a+o
g)
)

lr.
o
p
a
i-t
o
iJ

orq
oap
H
5
p
ht

p
i,J

o
i.J

a

p
Fp
5
g
F.op
p

Ho
.ts
p

p
iJ

0a

t
15g
5.o.EUp.tr cgEri
iJ (: rl.bE-'o6

Fl

a+o
Ft
H.

,.d
o
i.Jt!.
o
p
a
tD
,)

7(
F1

r+ot
P

P{
I

t|rtFlZtFbEIE6E'}
BBsHTH

EEHiSs
HH i7=
EH EE
EE E=EF i S
fiE : I*k :

Ec
=.Ib
E,
F
rl
IA

x
z
td
E
C.
D
2
Ft
EI
frz
F



z
ourOt-l@P

bN)(,+(rro-l

o

13
o
Fo
i-)

a
F

X
H

o
iJo
iJ

4
r-l'o4
p

ro
oq
o
iJop
p
p
HP

',
o
L.t.p
a+o
p

p.

ts
tD
F
s'p
r+
Pi
g)
iJ

?.
E
c+c

p
a

p
5

oq

o
Htio
a
E.
iJI
B

tr
H

oq
!D
t)

H
o

ll-

p
H

w

o
a+

Ol

!D

{p
H

z
p
H.

'd5F-i o ts.
VB.nohi{il6q
P!DP

r+

U)
o
r+
p

13
(-
;J
a+

a
s)
-,t-
.FJ

oi:.p
J
iJ
oPt

H
5i
a
7ip
l-+

c.I
iJ
H
l-{

o
H,
o
a+p

13

'ilp

t,
o
F1

o
H

p
p
p
p
i,J

i.Jo
5.
P

t.t) ;J
(- )JEd
6EH' 0q

-pPF
H

qFtp55.r
oc E'
oaFt r+
Fts
=- i-+i+Opcm

o

g)

p
)

"uo
tst
o)
op
H

p
p
iJp

)
F'p
5

;Jo
L.t.

p
p

p
,i
a+

a+p
a
p
5
a-l'

4

H
Po
E
(t
oFt

=
9l)

G
H

oq

o
iJ

0qp
iJ

H
h
o-
tst

Pp
a

rr
0qp
U,

.-+o
H)
a+

5
0qp

H

p
p
a+p
H

p
H

sq

o
E

oa
H

p
H
5

o
s6

A.

(f
H
J

orap
F)

o
0qp

p

a
o
a+

E

5
oFt

,{

a
F'p
F{

p
)
H
r-a

tu
H)o
r'+p
E
p
iJ
r3
o
F1

oH
op
H

p
p
iJ

;j
o
Hri.
P

Fp
E
a
,ip
Bo
Ep
op
Ep
IiJ
H.
H

o
Ll.p
ao
Hp
tr
g
rJp
)f+p
tr
choop
Hp

o|J
p
P

o
iJ
p
p
p
a
f
F)o
p

p
a+

o
Ll.p
p
iJ

,i
Foi].

-lp
4

gq
o
r+

U)o
o.p

5
p

p
i-)

UC

H.

H

p
a

o
H

?+or+p

p
B+

o
J.(o
i-+

p
p
L)

(-+

a*

13
o
Bo)op
5p
p
iJ

p
r+o
p
5
op
rdp

o
i.J

uqp
iJ
(J
p
,i

F-

g
op
rJp

,fr+
a+p
@

p
H

0q
g

up
p
p
'ts)

-l'o
p

'r-t

o
H

('.

iJ
ora

n
o
HU.p

P
iJ

0q
ts.
;J

0q
P

'F)

oa
oqp
Ep
,FJ

P
;J

gq

H.ar'or+p
13

p
F
o
p
,FJ

E
o
H

orqp
o

r5pg
p
X'
iJo
r-r.p

A)
iJ

oq

F
0a
H

op
r3p
H

p.
p
p
B

o
iJo
p)

'(J
p

o
.Ft
p

IJ
p
H

0q

*o
F)
t)

(J
o
B,i
o
;1

a+

o
H

a.p

,lJ
o
t'.

.1..
ao
ts1
a+
9)

a
o
r-l'
p

o
0q
0),
p

g

a(<,!

}}J)
orq

o
a+
p
rJ
i
iJH

r+o
p

a+

ap
i+
p
P

,io
il.p

Ft
o
Fop
H
p
p
iJ

Bo
H

p
F
p
i-t

a.p
H

os

a
q
rf
g)

o
ro
5
r+
5o
H

p
p
i-.1

B
H

p

iJo
Ll.
A)

p
H
t)p
Q
a

,i
5
(D
HrJ.p

,i
H

oif.

,)p
a

-lo{
p
p
a+
r5
o{J
p
F
P
i,J

r5
oFt.
(Jp
,ip
5

ao
o
H

,r)

o
'Fl

,(J

5
;Jp
p
'r)

H
H

P

o

tso
E

oFt
o
P
o
P
iJp
p
,FJ

p

P
iJ

oq

H.
(D
a'+p

15

p
;J

a.
Fl

'0
r'l g
s. 0- Edotr sQ,iri
iJ (.1 Ft'6=*'o#

'U

(i-
o

ap

ts1

a+o
Ft

P

I

P
00



Ol + (J) N) t\) + (, N) N
b N) t$

b,

19 z
o

aor+
p)
rJ

o
uap
?.
p
H

o
H
i-)p
t)p
H
tJ

o.p
iJ

o
o.g

p
-lp
U)

p
u
rd
o
rJ

0'at-

Ftp
L)

iJo
U.
P

+o
Ft
p.
p
p
a+
o
ts)
a
G
H

a
p
r+p
u

o
iJ

0q
oc

H

p
p
5
p
H

0/q
0ap
F1p
H

p
p
i'-{

i-t
o
iJop
p

J
o
HLi.
P

"Uo
iJ

0a
tr
-
Bp

o
rJ.p
f'+o
p
!+
H
5o
ts
r5
o
F

cfqp
Ft
tr

r5
o
'E)

oa
ar
p)

p

p
oa
orqp
Ep

o"p
p
Hr{

o
;Jop
Bp
)i
iJo

rJ.p

"Uo
H

0e

E'
q
p
5

;)o
Lt-p
+o
p

H
5o
H
tJ

'(J
o
F

01C

Fl
e.
P

o
H

oa(-

H

p
r'+

r+p
a
p
p
L.l

r{
o
H)op
p

,i
H
,J
oif.
P

'do
D

oa
tr

tr
Ep
p

FotI.p
-l'o
p
)
do
cl.p
P.
H.
p.
p
upl
F!

o.p
s)H
iJ

Eo
Hp

oa
p
p

r3
o
P

oFl
p
H

13
o
F

0q
d
Ep

ocp
e

r+
c
H

p
iJ

oqp
H

h'tr'
iJo
p
r3
o
F

qg.
iJp
(n

B)
5

qE
(Da-{5po0
Bd
lr ,f

kioi
E'e

tr55(D
i-. . F.l

gE'
E'iJ r+oo

E.*
-ippa.

rrd i$g5
iJ

ETe.a
E.Bp
5o.p
ao)r+ 'HFIHp-
a+(tr +r
03. 6

L.l

o.d$o
P6'

Hri
o
H
t)op
p

H

o
.F!
p

p
)

oa
o*o'

a.p
,
o*
a
o
iJ

alol
-ilpl
r3 

I

o
o
o
F"l

0ap
i.)
ap
a
iJ
o
p

c
p
iJ
r5
o
i-t
p
rlp
t,p
H

p
rFp
a

o)
0ag
d
ts1

!D
H

op
13p
p
;J

R

o
r-i.
!D
d
iJ

r+

a.
(J
p
{p
H

aoo
np

o
H(-i.
o
HE.

tp
,, lJ
oq
i.
I

I

i
I

'Uo
l-{

oq('.

H
p)
F

o
.1.p
rlo
p
Ft

g)

(-.

p
E
aoop
,-tp

ldlo
iq

l0)
Itrt.
I

I

I

I

I

o. F-Eiil
p) i$Flp,f,
'd H.
m.' H

:, p)

p
lJ

0q
p.

5

t'.

p
H
-to
p
P
Fl
o
o
A:)
d
H
r+
E

Eo
H

oqc
c
Ft

op
p
H.p

ts'
iJo
p

p
i..)

0q

'ul
5tr5i
tJp
rJ

ao
p
c
-oFl

p
rt
aod
F)ga
p
rJ
o
iJ

ora
!)
5
;J
(J

H

o
r3
a'+
trap
iJ

S.
oo
U)

o

{
>r
G

S,

p.
p
p
B
H

o
oc-
,fg
{

o

P
p
H

P.E'U
D:I 5F<0ae.tr c
rE5.5 

Fts
EH56p
ts rtr
-iJ 

4

EE Et'e E'
5
E'*!-t X -l
ua 0) la

rts'"H
tJ

-ot dn:r[5n u-FaO Lbl5-
F'P
H^g

-P }Jr 's-

='plrH

pBoH*-
ae.
otIp+

0)

p
iJ

oP-fs)
+i{

o'
Fl

p
p
r+

o
5

CIqe
,i(-
B
9)
H

iJo
HU.

boop
Hp

o
:L
p
p

o
0qp
iJ

g)
r+

p
J

0a
p
n

E.+

-lo
B
p
p
a+

o.o*
iJ
a
o
oFtp
a
o,
F)

Q,1p
H

0q
tr.

p
a
p
-l.p
a

H

ojJ.
p
g
i-)
op
4

i{
o
E

C,lle
E'(-
ts1

t-{

,ip
r+oFl

o
H

P

o
E

0q

F1
p
H

x'
o

r-.i -p
r+
ro
rF
i)

g
p

p
;J

I

i

"U
rqz
O
C

C

2

z
l-ri

fr
B
LJ
o
iJo,
at
U

H
i,J
{J
o,o
iJ

Ft
r+o
B
p

OI
r0 o' (, W

o
o
a-l'

c-p
{
E
P
iJ

"os
V$ H

$EI
-ppz

p

H

rrr q
S. 6. uuotr cgEf
iJ a- -l.bEF.odd

H

o
d.
o
p
U)p
H

I

P
r.c}
I



m \] o\ Ul $ G) N)
(,
b Or Cn + (, N) C,^)

i',

(.t) z
o

ry
o. x'oi
PH

ni!:rt3oo
tstso5
5
o. 7i
ol E'
i4. 6
xU.
HpFl .+cfo

F*Fa i{

-o4.5
F q9.
Oi+
'1. lii
F) u.
'p

iJ
tr
D
kp

o
Fl

p

p
E

p
5
rc
o
5(2
o
H
5Bd
Ft

p
p
F

o
p

EU
?Do
E7!.r)gp5
Hd

oo
,FT F!

FB
i'p
oif.p
r+o
p
i.J

Ho
E

cm

Ho'
s
iJ
o*
F:a
(D

i,J
v)

p
rtp
a
o
5

oa
oc
tr
H)p
p
IJ

a
tr
H

of-t
p.
q)u
p
o.p
p
5

5rt
E*
o)L
o.ts0)o'Fp
o: 9)

6.'E
CFI'o)
lfh
B;uE.

s'E
F..t'E;
^L' O

dL'p
tsg
iJ

0/e

5
9:
i\
!D
iJ
,i
trp

p
a
p
-tp
a
op
Ep
0)
5

o
Hu.p
Cfoao
nt.'tp
i
Ep

EUr-r Oon
E'S
r+Op-5
cp5rd'rO
el. Hg) Gi:'b
t'.
H,\

HB5 -FtLl u.oFl
(aFt
=(DiJ-iJ o)
L.)H

PH
o
5

OE

E
o'
p
5

,ld
o
E

!)
g
5

oa
P
F'
op
ap
(h

o
HU.p
O.o
iJ

OE
$)
'F)

q
op
ap
a

$ L./bo04/\,itrPH
5(D
65
6e
orq Y
SH

oil.p
o
p

Ho
tJ

0q
F*o'
p
rJ

r5
o
E
d
F)
Eg.
P

uqp
5
F1
CDp
ap
a
iA

oH(-!-
FD

O.o
i-)gc
9)
5
r+p
Ft

oao-t

r+HPY

ptr
EO;5

p
r3
oFl
!p
5
,i
o
U.
F)
r'|'o
p

i{
o
iJ

0a

iJ*o'
p
)
oE
p

A.
E

oap
5
Fl
op
o
9la

o
It.p

o
E

0n
s)
F
-t'
F)Fl

orao

r-
o
X'g
H

o
H

p
o
F1p

5:
5
o
HU.p
o
p

iJo
H

0q
tr
iJ

0a,ip
13

ao
Ft

H

EFl
H
p
a
a+o
;Jrtp
H

oq

o
5op
p
p)
H

,i
Eo
rJ.
F

ts
o

H
H

o
H

p
lJ
o
ts1p
H

5
oj:.
p
o.
a('
a
;J
ao
p
F1p

o5

p

p
a
ao
a
d
p
g
o

urcp
H

0
p
;J

p
5

6 riH -g 96 d
SiHE g

[.ilE E
F!-

>P E r
gSFE
'6# 5 E
E# 5;FP$ts'FF!Q

ts B Fq
ar.P-.

H ra tr
x tr'0r r+tr iJ h(D
€.q H F
^iu.v'HP 0)- P

aHnqHE
s,fl HsFsE H'tr0)H:fqPi-.
tr tiaH.+5F)o5lf. o.pgl

vFl

5'*
o'
E
r-a

p
a

U
o

H

o
H

p
13
or.lp
;J

,E)

o
(i.
p
a+o
p
)
ap
;Jl)
tJp

p

r+o
p
a+

D,f.+
tr

o

do
H

p
oFtp
H

tr'
i.J
o
p
-lo

o-

C

o
F)

o
p
r5

F
0)
a
a

H

p
H

(?
a
5
5
tJo

p
HrJ

dqo
L.

t-'1

c
H
H

o
H

p
o
F,!p
rJ

x'
3
o
U.p
r-fo
p
ET

o
*
p
a
EOp

oc
p

i
0ap

op
@

FI
or
H
o)
p

oFtp
5
7i
H
I
o
H

y)
a'fo
p
Er
o
Ti-l
p

p
iJ

U
oti
H

;Jo,
p
tJ
o
F:p

H

o
L.l.p

p

a("
a
c
i,J
(a
oop
r-tp

o
FJ

X'p
P

U
oF
i-l
o
H

p
oFtp
iJ

H
o
p
o
p

o
a
tr
U2?
H

-lo
F1g
p
r+

ts

,
p

'r3oFtp
)
p
H

0q

Bo
;)

oa
0ap
ts

p{
p
H)
H.
H

o
.B
p

"Ur!t'

z

z
t5
frc-

o
3E
H

o
H

a
tr

o

o
H

o
FJ

Fl
r+o

A)

+
(/t (^)

("rl

EO
LJ
U
o
r'1"

p

(Jp
E

z
p

rrj g
s. o. Edo.tr cg rH
iJ(-Fl.
.)EF.(D#

ru
o
d.
o
p
ap
H)

N)o

'us
F$ i
IEsHA)p

r+



(/) N) +
iu

+ \] o Ol + (,^) I\) (,
b z

o

p. rqF)<o$Ft t-F)tr
Ef F),a

p

iJ
{+p(t
-l
!Da

Fo
.H
p

FJ
r+o
Fl
Itp
Cl.o
p

p
ap
p
7ip
)
aoop
Ep
do

L.l.
o
p
'F)

0q
o
o

oFlp
HP

0/a

p
r+

p.rd
D<o0)
Hirptr
i'p'a

H

!Dtf
!

o
tf

.q
p
iJ
o4
5p
aoop
H
P
i-.t

p
I

H

p
p

oc
r+o
p

as

p
iJ

o

o
0j

oq
tip
-i

*J
o5
p
p
{+
'L)
o

H

p
H

t+o
p
a

p
('
p
a
p

rfp
(J

r+p
a
F
o
L].
s)

H

r+oFl

p
r3
onp
H

gQ

p
r+
a.p
tsJ
p)
)

FN

p
d
p
(n

H

r+

U

a'+p
a
7.i
H

o
t-i-p
H
P

o
F1
H

p
i+o
p)

p.
p
ap
H

p
p
H

f,l

r
C
a

Cz+
w
t-
-i
a

z
tq
H

z-lE

z
r

i-J

o-
B
H
p
aH
li
D)
p
H
ts

FlE
oFlp
5
,i
oH(J.
p
uo
p
tr
Eo
F+
ts

o
iJ

ocp
E
tr
E'
rJ
oFl
(-
LJ
A)5p

g
!)\2
p

Po
p)

o
ts1

0cp
H
Hap
ul.

o)iJ5h"0ax
p)B
fp0)(,
bH
^p'+$
5o)pb

6eF.',(J
+O
aD ;l
F:U7r.
Ci^
F{ iJqe
$ (J.rp

rl-o
-p)

o.
0q
d
F
e_

p

Ctp
p
H

o)
oatp
P
iJ
Eo
tso
5op
P
9)p
E
,i
o
HU.p

F( i+
OY

r-.1. 5
PB

a
p.
p
p
5

p
oFt
!D
t)

Pi
iJ
o
U.p
r+o
p
)

oc
tr
F
F)

F)
E
o.
s)
p
!'
o
p
(-
p
a
H

o
5op
r3p
P
iJ

o
o
r-t
Pp
a
H
p
5

p=
HPPi*

ffiqPE
0i n)i-r o
Fp.5p
Hg)
h'E
5pot5po
8tsrd5
!)-
-Ei,\ i)tr'o
dHta U.
s.ppd'o q

Pip
FD

r-l.o
p

H
0q
c

E
p
F
p.
p
P'r-t)
Eo
5q
o
V)
tr
F)
p)

5

o
;J

oc
grq

tr
iJp
p
iJ

r{H

qE
pi
dp!) (,
irH
,f p.
H.A)
elP
r.up_
'p

oFtp

t)o
u-p
(t
o{
p
p
-lo
p

-o.
0q('.

P.np
E

F)

s
ts

rd
o
;)q
oa
Fp
I
s
x'r+

a+p
a
tr
H

6

H

o
H

e.
p

|J*o'
B
D
iJp
a
H

o.p

H
5

o
r-tp
H

i.J

H

p
iJ
o+

L.

X'o
o
-
p
iJ
ao

o
0qp
4p
!.

p5txpx
crEl
'!D

a

p
p
B
p
rd
oFtp
iJ

5o
tJ-
p)
(n
o
g)

tr
tso
F'd.p
p.

o
ts1

)p
r-t
p
;J

tr
Ii.l
p

,ld

r{
r5

p
H

otrl.
F)

crc
c^r
tr
iJ

oa

dr5'Eooo
"-!- lJ a1

EXE
=E H5t-01
EHl

E.HUH

tsE'Or+
E.g\-g
otrl
g:H
tD8X'dpo
5 f'!
o-n
PP
E;JHr
EE
CD'lc:3p
i'i ,i
St:
EB
-0qE.oiJooai].p
F),-tp.g

H

o
H
l-a

r3
o
o
E

a
tr

r'.{
o
H
P

,13

o
p
o
H

-t-(D
B
p

Ot N)
OI

s
(Jl

Ed
o
o
r+

p)

{p
FD
E

F$B
[flg-ppz

p

EU
s. p. Eda-tr c
Q rili
\J H

FTl

o
J

tl-
o
p
ap
H

I

lv
F

I



Ol + (J) t\) lJ +
b Ul + (, N) $; z

o

Fl -l,io
L0)P:rrt-g8
H! tl-

5P$+
(A
*Eno
ox

t---i- H
ol lfL.pEp
ii nr
PiJ
9u'o

r)
H)

0a

p
-l.
s)
P

F
Fo
ri-p
g
o
5

0a
Fl
P
r{
o
tr
P
iJ
0)'p
-lFp
iJ

Pp
aH
o
p
dp
u

F
p
a

p
B

o
p

p
a
pr
tJ
r+p
H
H
dp
a
F
tJo

.B
p
H.

r+
G
EH
P
r+o
p

5
iJ*
!0'p
a+

p

p
A)H*
Bo
iJ
lrg

H

onr

o*o'
(+
H

c+
)r
U)

p
H

o*
a
o
(,

F
H

o
(-.i.

P

H*
)_ (a
H-
oqotf,<h)P
i$tr5p,a
F]HIi s)trh'
-l.H

Cf F)

r+ i-
(D b)
5'o
o5il. hpi=.'p

-l.o
!-t
Hp

o
p
lJ

g

p
rJ

!)'p

!)
;J

g
F
-ltr

r3
o
Ft

p
l\p
5
p
5

Etsl
A- o'
aE
ts5
)i(D
JH

ilPraY
rr 136saL
!H'P
o o,ta<rt
EEtr iripb
a
L.H

!)tsti rd
}Jo
E5
r+ iJpo
H.+
FiF)qlo'a*
-An>
(DH
if- 'upp.
e.OE5
E.B
:. H

TP
P.u'5

p
(A

P
e_

F)
E
rl.
5g
P.

g)

cl.t
r+
p
p
a

a
o
(-.
Ft

iJ
Ft
o
o
H
o
5
p
a

r+p
a

p
u
H

o

p
a
p

r+p

a+p
@

E'

oit.p

F
a+ot
l-{

p
r+o
p

*)op
,i
p
il.
r-f
H

5 >=< rdtr'
P Hrj
$iJ(D'.+H

IE8
l-{ H Ff

E6E
& h'(/)
o.5 f0)oi\LHHP H.'U
oP.+
FSSi+o|.!.
*:a
'.i rJ il

H gH
^aa*9.8
5 HBorE F)
F? ilE '*(2o)lf
5'; h,
HHFI65Q-#lE
5'E g
O Fl. oi
Jf. ,f +EBE,a

tfHo
a
fl

p
H)

oc

6H*{<I.p
titrPq)
U) 'a

'P.
F
i.J

p

r+p
@

,i
o
p

(+
(D
t..|
iJ
g)

-lo
p
5
q
H
p
ap
5p
p
i.J

tso
E

oe
oqg
5p

P
iJ

o
H
o
o

0/e

iJ
o'
r-t
H
tsp
(r)

trl
p

p
U)

p
Pi
H

r+p

r+p
a

H

o
L.l.p
H

r+
(D
B
H

F1p
iJ
rc
,i
.+

p
oFtp

r'+o

p
nap
i.Jp
p

@o
p
tstp
H
p
F)

N.l

Ht5
Eil
PB
Es.E

E
iJ
p

r-l.p
a

o
H

p

F(.l'o
=iJp
a+o
p
iJ

o.
H

p.
up
iJp
7ip

o
'F)

0q
g)
H

13oHtJg
p
p
I

g)
H)
p
E

0q

15

p

a

,ig
;J
p

F
a+p
a
H
H

o
,E
p
H

r+oFl
H
p
+o
p

a.3
p
tiap
H

p
p
ts)

o

U
U
3
p
iJ

orc

i{
o
i-,1

p
a.p
|.

l-rl

p
trp
aH

;J
r+p
H
Hr+

a

;JoH(J.
g)

iJ
r+ot
H

P
r+o
p
Ef
g
p
,ia
H

p
iJ
aoa
p
ar+p

o.p
T

ada>'
Rd
tse
PF)
r+A
o
;-L q)

PL
= 

F.)
:. a+idp
aL)
o.Es$
d6 (D

5E'
(Do
d .F1

Ei(J iiq*
U*ieIF,+q,O
HE
PlJNo-
H iJ.
H!5p
5 7q'

B8
EJ
Fol

PT

PiJ

r'\
i-.1

\J

H

iJ

a

o
H

13
o
5o
5

F1

r-l'ot
p

t\)
"ut

J.l
(Jl

EE
o
o
-l-

trp
p
p
;J

'usug [.p 0r:'
$8il
-pp

-lz
p

'U
-o
$1 E cup.tr trg X.}f
iJ a- r+

o#

'Uo
d.
o
p
ap
H

I

lv
l'.J



B. FORMAT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
PADA PERANGKAT DAERAH

TAHUN ....

PERANGKAT DAERAH :

NO KOMPONEN BOBOT

NILAI AKUNTABILITAS
KINERJA

TAHUN N- 1 TAHUN N
1 Perencanaan Kineria 30,00 0,00
2 Pengukuran Kineria 30,00 o,00
3 Pelaporan Kineria 15,00 0,00
4 Evaluasi Akuntabilitas Kineria Internal 25,O0 0,00

Nilai Akuntabilitas Kineria 100,00
Predikat Predikat

C CATATAN
1

2
3
4
5

Dst.

NO REKOMENDASI
1

2
3

5
Dst.

-23 -
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C. Penjelasan pengisian lembar kerja evaluasi akuntabilitas kinery'a internal
perangkat daerah.
Pengisian Temptate l,embar Keda Evaluasi {LKE) evaluasi akuntabilitas kinerja

internal perangkat daerah dimulai dari:
1. Pengisian sheet Evaluator LKE melalui media microsofi excet.
2. Pengi.sian penilaian instrumen LKE Perangkat Daerah dengan mencantumkan

narna Perangkat Daerah.
3. Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal

perangkat daerah, dan setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan
kualitas dari kriteria. Sub-komponen dinilai dengan pilihan jawaban AA/ Al Fr-/
CC/CID /E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sbb:

a. Keberadaan:

b. Kualitas:

Pilihan
Jawaban Nilai Penjelasan

AA 100
Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah
dipertahankan dalam setidaknva 5 tahun terakhir.

A 90 Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah
dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir.

BB 80 Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai
dengan mandat kebiiakan nasional.

B 70 Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi {>75o/o -
100%).

CC 60 Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>5oo/o -
75o/ol.

C 50
Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25o/o -
s0%).

D 30 Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi
(>0"/o - 25'/ol.

E 0
Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria
penilaian akuntabilitas kinerja.

Pilihan
Jawaban Nilai Penjelasan

AA 100
Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi t1O0%) dan
terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara
nasional

A 90
Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan
terd.apat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan
kriteria tersebut.

BB 80 Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai
dengan mandat kebijakan nasional.

B 70 Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75a/o -
100%).

CC 60 Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% -
75ohl.

C 50 Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi {rZSV" -
5oa/ol.

D 30 Jika kriteria penilaian akuntabilitas kineq'a telah mulai
dipenuhi FA"/o - 25"/ol.

E o Jika salna sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria
penilaian akuntabilitas kineria.

-24 -



c. Pemanfaatan:

4. Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan
kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar
dokumen yang mendukung dan relevan. nilai pada sub-komponen yang telah
terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap
komponen.

5. Pengisian CHE (Catatan Hasil Evaluasi) dimulai dari pengisian nilai Evaluasi
AKIP Tahun berjalan dan tahun sebelumnya, dilanjutkan dengan pengisian
catatan hasil evaluasi dan rekomendasi.

KARO,

CORY SEBAYANG

Nilai PenjelasanPilihan
Jawaban

Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi
(1O0%) dan terdapat upaya inovatif serta layak

secara nasional
AA 100

90
Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi
QOAo/al dan terdapat beberapa upaya yang bisa
dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.

A

Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi
(1OO%o) sesuai dengan mandat kebijakan
nasional.

BB 80

70 Jika kua.Iitas sebagian besar kriteria telah
terpenuhi (r71oto - 1OO%),B

60 Jika kualitas sebagian besar kriteria telah
terpenuhi (>5O% - 75%1.CC

50
Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah

C

30
Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja
tela.h mulai dipernrhi (roo1" - 2501"1-D

Jika sama
pemenuhan

sekali tidak ada upaya dalam
kriteria penilaian akuntabilitas

a.
E 0

-25-


